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ABSTRAK 

 

Rasyidah, NIM. 5022017025, Mahar Perkawinan Masyarakat Etnik Aceh Di Kota 

Langsa Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat. Tesis, 

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Program Megister 

IAIN Langsa 

 
Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Calon mempelai pria 

wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya 

disepakati oleh kedua belah pihak”. Pasal 31 menyebutkan, “Penentuan mahar 

berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. 

Penetapan mahar perkawinan di Kota Langsa sangat tinggi karena tidak hanya mahar 

tetapi juga ada tanggungan lain seperti “isi kamar dan “uang hangus” sebagai persyaratan 

yang harus dipenuhi calon pengantin laki-laki dan itu merupakan keputusan adat. 

Persyaratan tersebut menjadi beban bagi sebagian calon pengantin laki-laki yang ingin 

melaksanakan perkawinan di Kota Langsa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan mahar perkawinan etnik 

Aceh di Kota Langsa. Untuk mengetahui penetapan mahar perkawinan etnik Aceh di 

Kota Langsa dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.  

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris yang terdiri dari penelitian lapangan 

(field research) yang dilakukan melalui serangkaian wawancara dengan responden dan 

informan yang terkait dengan objek penelitian. Dan juga penelitian kepustakaan (Library 

Research), yaitu penelitian yang berusaha menggali teori yang telah berkembang dalam 

bidang ilmu yang berkaitan. 

Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Mahar perkawinan di masyarakat etnik 

Aceh di Kota Langsa ditetapkan mahar dalam adat perkawinan Aceh dalam hitungan 

mayam emas (3,33gram/mayam) dan penetapan jumlahnya ditentukan latar belakang 

keluarga calon mempelai perempuan mulai dari 2 mayam emas bagi kalangan keluarga 

kelas bawah sampai 100 mayam bagi kalangan keluarga kelas atas. Mahar dianggap 

sebagai penghargaan untuk pengantin perempuan dan sangat menentukan status 

pengantin di masyarakat. Semakin tinggi nilai mayam yang dikeluarkan, maka semakin 

tinggi strata sosial dan ekonomi pengantin. Penetapan mahar dalam perkawinan adat 

Aceh dalam perspektif hukum Islam yaitu ditetapkan sebagai pemberian wajib oleh calon 

suami kepada calon istri berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan yang disepakati oleh 

para pihak tanpa ada tanggungan lain. Sedangkan penetapan mahar dalam perkawinan 

adat Aceh dalam perspektif hukum adat yaitu sebagai syarat sah perkawinan yang 

ditetapkan oleh tokoh adat berdasarkan kebiasaan suatu daerah dan juga disertai 

tanggungan lainnya. 

Dari hasil penelitian dapat disarankan kepada pasangan yang ingin yang hendak 

menikah untuk membuat kesepakatan bersama dalam penetapan mahar. Kepada pihak 

keluarga untuk mengutamakan musyawarah atau bersepakat dalam menetapkan jumlah 

mahar agar tidak menjadi beban salah satu pihak.  

 

Kata Kunci : Mahar Perkawinan, Etnik Aceh, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum 

Adat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

HukumxIslam menundukkanxperempuan sebagai makhlukxterhormat dan 

mulia, maka diberikanxhak untuk menerimaxmahar, bukan pihak yangxsama-

sama memberi mahar. Kualitas laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan 

denganxcara pemberianxmahar. Karena maharxbukan lambang jualxbeli, tetapi 

lambangxpenghormatan terhadap perempuanxsekaligus sebagai lambang 

kewajiban danxtanggung jawabxsuami memberi nafkahxkepada istri selain, 

lambangxcinta danxkasih sayangxsuami terhadapxistri.1 

Maharxtermasuk keutamaanxagama Islam dalamxmelindungi dan 

memuliakanxkaum wanita denganxmemberikan hak yangxdimintanya dalam 

pernikahanxberupa mahar pernikahan yang besarxkecilnya ditetapkanxatas 

persetujuanxkedua  belah  pihakxkarena  pemberian  itu  harusxdiberikan  secara 

ikhlas.2 

Maharxditetapkan sebagai  kewajibanxsuami kepada istrinya, sebagai 

tandaxkeseriusan laki-laki untukxmenikahi dan mencintaixperempuan, sebagai 

lambangxketulusan hati untukxmempergaulinya secaraxma’ruf. Allah SWT 

berfirmanxyaitu:  

رِيْۤ  ـ0ا مَّ نْهُ نفَْسًا فكَُلوُْهُ هَنيِْۤ   ٤ـ0ا وَاٰتوُا النسَِّاۤءَ صَدقُٰتهِِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لكَُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّ

                                                 
1 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut 

Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 123-124. 
2Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. M. Abdurrahman dan A. Harits Abdulah, 

(Semarang: CV.Asy.Syifa’, 1990), h. 385. 
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Artinya: “Berikanlahxmaskawin (mahar)xkepada wanita (yang kamuxnikahi) 

sebagaixpemberian denganxpenuh kerelaan. kemudianxjika mereka 

menyerahkanxkepada kamuxsebagian darixmaskawin itu dengan senang 

hati, Makaxmakanlah (ambillah) pemberianxitu (sebagai makanan) yang 

sedapxlagi baikxakibatnya. (An-Nisa: 4).”3 

 
Berdasarkanxayat di atas, makaxmahar wajib diberikanxkepada istri 

sebagaimanaxdari kata maharxitu sendiri yangxberarti segalaxsesuatu yang 

diberikan kepadaxperempuan yang berupaxharta dapat dimanfaatkanxsecara  

syara’ dan dapatxdibelanjakan oleh perempuanxtersebut secara langsungxmaupun 

tidakxlangsung. 

Islamxtelah mengangkat derajatxkaum wanita karenaxmahar itu diberikan 

sebagai suatuxpenghormatan kepadanya. Bahkanxseandainya perkawinan itu 

berakhirxdengan perceraian, mahar ituxtetap merupakan hakxmilik istri dan suami 

tidakxberhak mengambilnyaxkembali kecuali dalamxkasus khulu’ dimana 

perceraianxitu terjadi karenaxpermintaan istri, maka diaxharus mengembalikan 

semua, bagixmahar yang telahxdibayarkanxkepadanya.4 

Dalamxperundang-undanganxIndonesia, masalahxmahar diaturxdalam 

Komplasi HukumxIslam (KHI), yaitu padaxbab ke-5 tentangxmahar, yaituxpasal 

30-38. Masalahxmahar juga disinggungxdalam bab ke-1 dalamxketentuan umum, 

pasal 1d. Isi darixpasal ini adalah definisixmahar. Ketika pembahasan rukun nikah 

pada bab ke-4 tentang rukun dan syarat perkawinan ditegaskan bahwaxmahar 

tidak menjadixrukun nikah atauxperkawinan. Kemudianxditetapkan asasxmahar 

                                                 
3 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Karya Agung, 2006), 

h. 328. 
4 Abdurrahman I. Doi, Perkawinan dalam Syari’at Islam, (Jakarta: Rinika Cipta, 1992), 

h. 64. 
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adalah sederhanaxdan mudah. Selanjutnyaxditegaskan pula kepemilikanxmahar 

adalah menjadi hakxmilik istri.5 

Di Aceh, maharxyang diberikanxkepada calon istrixbiasanyaxdiberikan 

dalam bentukxemas. Pada masyarakatxAceh istilah maharxdisebutxdengan 

mayam. Mayamxadalah merujuk kepadaxsemacam takaranxemas yang berlaku di 

masyarakatxAceh. Jika dikonversikanxdengan gram, satuxmayam diperkirakan 

bernilaixsekitar 3,33 gram. Jadi, seumpamaxemas per gramnya dinilaixsebesar Rp 

585.000,00 maka satu Mayamxadalah sekitar Rp 1.950.000,00.6 

Mahar (mayam) xmerupakan salah satuxelemen penting dalam masyarakat 

Acehxdimana agama dan adatxberperan didalamnya. Dalamxtradisi masyarakat 

Aceh, tinggixrendahnya jumlah maharxsangat dipengaruhixoleh beberapaxfaktor, 

yaitu: 

Pertama; Faktor keturunan, bagixmasyarakatxAceh keturunan merupakan 

suatu halxyang penting dalamxmenentukan tinggixrendahnya jumlahxmahar. 

Keturunanxyang ada di Acehxdapat dilihatxdalam beberapaxbentuk, yaitu; 

keturunanxbangsawan (seperti; Tuanku, Cut, dan Ampon, danxketurunan yang 

masihxdianggap berhubunganxdengan keluargaxNabi (Sayed dan Syarifah). Maka 

dalamxtradisi masyarakatxAceh mahar darixketurunan tersebutxsecara otomatis 

berbeda. Kedua; Faktorxkondisi keluarga, keluargaxdengan latar belakangxyang 

bercukupanxdan kayaxmaka nilaixmahar yang diperolehxakan tinggi.7 

                                                 
5 Ibid, h. 285. 
6 https://www.suduthukum.com/2016/04/jinamee-mahar-dalam-masyarakat-aceh.html, 

diakses pada tanggal 5 Oktober 2019. 
7 https://www.suduthukum.com/2016/04/jinamee-mahar-dalam-masyarakat-aceh.html, 

diakses pada tanggal 5 oktober 2019. 
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    Ketiga; Status sosial, seorangxwanita suku Acehxyang memilikixstatus 

sosial yangxbaik di masyarakat makaxmahar yang akanxdidapatkannya juga 

tinggi. BudayawanxAceh juga menyebutkanxbahwa status sosialxseseorang dalam 

mencarixjodoh jugaxmenjadi pertimbanganxpenting untuk melamar seorang 

gadis. Orangtua dari pihak laki-laki akanxmemilih calon menantuxyang 

didasarkan pada garisxketurunan wanita dan statusxsosialnya dalam masyarakat 

yang bertujuanxuntuk mendapatkan menantuxdari keturunan yangxbaik. Biasanya 

wanita yang berasalxdari keluarga baikxdidasarkan pada keluargaxyang taat 

beribadah. Keempat; Faktorxpendidikan, ketika wanitaxtersebut memilikixlatar 

belakangxpendidikan yang bagusxmaka nilai maharxyang akanxdiperolehnya juga 

semakinxtinggi. 

Faktor-faktorxtersebut difokuskanxkepada wanita, semakinxtinggi faktor 

keturunan, kondisixkeluarga, statusxsosial, dan pendidikanxmaka jumlahxmahar 

yang akanxdiperoleh seorangxwanita suku Acehxjuga akan semakinxtinggi. 

Biasanya jumlahxmahar ditetapkanxkira-kira 50 gramxsampai 100 gramxemas 

lebih.8 

Jumlahxmahar di Aceh dimulaixdari tiga hingga 30xmayam. Biasanya 

penentuanxmahar sangatxtergantung dari asalxgadis tersebut. Bedaxdaerah beda 

pula adat danxbudaya nya. Adat di AcehxBesar tentuxberbeda dengan di Aceh 

Utara. AcehxBarat juga punyaxbudaya yang berbedaxdengan AcehxTengah. Di 

Aceh ada 23 Kabupatenxkota yang masing-masingxmemiliki adatxyang masih di 

                                                 
8 https://www.suduthukum.com/2016/04/jinamee-mahar-dalam-masyarakat-aceh.html, 

diakses pada tanggal 5 oktober 2019. 
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junjung tinggi. Selainxitu terkadang tingkatxpendidikan, pekerjaanxserta tingkat 

ekonomixkeluarga kerapxmenjadi indikatorxdalam penentuanxbesaranxmahar.9 

Maharxadalah hukum yangxkeberadaannya wajib ada. Namun, bentuk dan 

jumlahnya merupakan adat. Dengan demikian, menjadixwajar jika maharxdi suatu 

daerah berbedaxdengan daerah lain, di wilayahxAceh BlahdehxSeulawah, jumlah 

mahar belasanxmayam bahkan ada yangxmencapai hingga duaxpuluh mayam ke 

atas. Sebaliknya, AcehxBlahdeh Geurutee, sepuluh mayamxsudah dianggap 

banyak, sehinggaxada kampung disanaxyang menetapkanxmas kawin cukup tiga 

mayam.10 KabupatenxBireun, mahar di Bireunxbisa berkisar antarax15 hingga 20 

mayam.11 SedangkanxKabupaten Aceh Timur maharxbekisar 5 sampai 20 

mayam.12 KabupatenxPidie Jaya membawa pengaruhxnegatif, tingginya jumlah 

maharxmenyebabkan angkaxpernikahan semakinxmenurun.13 KabupatenxAceh 

Tamiang memilikixjumlah dan nilaixmahar yangxtinggi.14 

Menurut Siti Jamaliah, penetapanxmahar perkawinan di Kota Langsa tidak 

jauh berbedaxdengan di Kabupaten AcehxTamiang, bukan dalamxhal jumlah 

mahar tetapi ada tanggungan lain yang diwajibkan bagi calon pengantin laki-laki. 

                                                 
9 http://www.netralnews.com/news/rsn/read/85272/berapa-mahar-menikahi-gadis-aceh, 

diakses pada tanggal 05 Oktober 2019. 
10 Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Mahar Dalam Adat Aceh, 

http://aceh.tribunnews.com/2011/10/30/mahar-dalam-adat-aceh, diakses pada tanggal 05 Oktober 
2019. 

11 http://mediaindonesia.com/read/detail/173461-mahar-pernikahan-aceh-dan-muruah-
keluarga, diakses pada tanggal 05 Oktober 2019. 

12 Siti Aminah, Persepsi Masyarakat Gampong Blang Batee Kecamatan Peureulak Kota 

Tentang Mahalnya Mahar Perspektif Hukum Islam, Skripsi Jurusan Ahwal Syakhsiyah, (Langsa: 
IAIN Langsa, 2015). 

13 Maisura, Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasa 

Keude Kecamatan Bandar Baru Kebupaten Pidie Jaya, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 
(Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018). 

14 Siti Fadhilah, Makna Mahar Dalam Perkawinan Etnik Aceh Tamiang Di Desa Tanah 

Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Skripsi Jurusan Antropologi Fakultas 
Ilmu Sosial, (Medan: Universitas Negeri Medan, 2016). 
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Tanggunganxselain maharxyang dimaksud yaituxberbentuk “isi kamar” dan “uang 

hangus”. Istilah “isi kamar” inixdimaksudkan adalahxpenyediaanxfasilitas kamar 

seperti tempatxtidur, lemarixdan meja rias. Istilah “uangxhangus” yang 

dimaksudkanxjuga adalah uangxyang akan digunakanxuntuk membantu acara 

pestaxperkawinan di rumahxcalon pengantinxperempuan. Tanggunganxtersebut 

ditetapkan besertaxjumlah mahar padaxsaat acara lamaran atauxtunangan. 

Berbedaxdengan daerah lainxmisalnya seperti yangxterjadi di Kabupaten Aceh 

Utara, tanggunganxyang wajib disediakan bagixcalon pengantinxlaki-laki 

hanyalah jumlahxmahar, sedangkan segala bentukxtanggungan lain dibebankan 

dalam jumlahxmaharxtersebut.15 

Menurut Zainuddin, penetapan mahar yang disertai tanggungan lain yang 

disebutkan dalam acara lamaran di Kota Langsa tersebut sudah menjadi keputusan 

adat yang berawal dari kebiasaan masyarakat Kota Langsa. Penetapan adat 

tersebut sudah seperti suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin 

laki-laki jika ingin melaksanakan perkawinan dengan lancar. Persyaratan tersebut 

menjadi beban tersendiri bagi sebagian calon pengantin laki-laki yang ingin 

melaksanakan perkawinan di Kota Langsa. Padahal pada saat akad perkawinan 

yang disebutkan dalam lafal akad hanyalah jumlah mahar sebagai syarat 

perkawinan yang ditentukan dalam hukum islam.16 

Sedangkan Pasal 30xKompilasi HukumxIslam menyebutkan bahwa 

“Calon mempelaixpria wajib membayarxmahar kepada calonxmempelai wanita 

yang jumlah, bentukxdan jenisnya disepakatixoleh kedua belahxpihak”. 

                                                 
15 Hj. Siti Jamaliah, Anggota MAA Kota Langsa, 24 Juli 2019. 
16 H. Zainuddin, Tokoh Adat di Kota Langsa, 24 Juli 2019. 
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Selanjutnya Pasalx31 menyebutkan, “Penentuanxmahar berdasarkanxatas 

kesederhanaanxdan kemudahan yang dianjurkanxoleh ajaran Islam” danxPasal 32 

dinyatakan “Mahar diberikanxlangsung kepada calonxmempelai wanita dan sejak 

itu menjadixhak pribadinya”.  

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk menjadikannya 

sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “Mahar Perkawinan Masyarakat 

Etnik Aceh Di Kota Langsa Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum 

Adat”. 

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penetapan mahar perkawinan etnik Aceh di Kota Langsa dalam 

perspektif Kompilasi Hukum Islam? 

2. Bagaimana penetapan mahar perkawinan etnik Aceh di Kota Langsa dalam 

perspektif Hukum Adat? 

 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penetapan mahar perkawinan etnik Aceh di Kota Langsa 

dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. 

2. Untuk mengetahui penetapan mahar perkawinan etnik Aceh di Kota Langsa 

dalam perspektif Hukum Adat. 
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Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara 

teoritis maupun praktis. 

1. Secara Teoritis  

a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa/i sebagai 

syarat untuk mendapatkan gelar akademis, selain itu juga dapat 

memberikan kontribusi aktif bagi mahasiswa untuk penelitian lebih lanjut.  

b) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam 

bidang fiqh munakahat. 

c) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi Mahasiswa 

dan sebagai motivasi bagi setiap pembacanya 

2. Secara Praktis 

a) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak 

positif, agar menambah pemahaman serta wawasan bagi masyarakat 

mengenai mahar perkawinan masyarakat etnik Aceh di Kota Langsa dalam 

perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.  

b) Hasil penelitian ini secara praktis juga diharapkan bisa bermanfaat sebagai 

salah satu bahan rujukan atau solusi apabila terjadi sesuatu kasus yang 

sama dalam masyarakat nantinya, yang terkait dengan permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini. 
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D. Penjelasan Istilah 

Pada bagian ini akan dijelaskan istilah-istilah yang berkenaan dengan 

konsep yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian tesis ini yang merupakan 

defenisi operasional sebagai berikut: 

a) Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai 

wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan 

dengan hukum Islam.17 

b) Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 

kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.18 

c) Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat 

oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.19 

d) Etnik adalah bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau 

kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, 

adat, agama, bahasa, dan sebagainya; etnis.20 

e) Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis 

pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi 

hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk 

wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu 

pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum 

tersebut. KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan 

                                                 
17 Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam 
18 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam 
19 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 645.  
20 Ibid, h. 369. 
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karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari masa ke 

masa.21 

f) Hukum Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok 

masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya 

berlaku bagi semua anggota masyarakat. 22 

 

E. Kajian Terdahulu 

Secara akademis, pembahasan tentang nikah bukan merupakan kajian 

yang baru. Penelitian tentang nikah siri juga telah banyak dilakukan oleh para 

penulis sebelumnya, yaitu: 

1. Nurul Hikmah, berjudul, ImplementasixPemberian Maharxpada Masyarakat 

Bugis dalamxPerspektif HukumxIslam (Studi Kasusxdi KelurahanxKalibaru 

KecamatanxCilincing, JakartaxUtara), di dalamnyaxmembahas bahwa dalam 

Islamxmenetapkan adanya maharxapabila terjadi suatuxpernikahan, sekalipun 

tidak ditentukanxjumlahnya danxdiserahkan sesuaixsepakatan mereka, yang 

pentingxmahar tersebutxbermanfaat. Jenis penelitianxdigunakan dalam 

penelitianxini field research (lapangan) denganxpendekatan kualiatif, teknik 

pengumpulanxdata yang digunakanxyaitu wawancara, observasixdan 

dokumentasi. Hasilxpenelitian menunjukkanxbahwa masyarakat SukuxBugis 

khususnyaxyang ada di KelurahanxKalibaru waktu pernikahanxberlangsung 

tidakxberpengang lagi berdasarkanxstatus sosial mempelaixperempuan 

                                                 
21 http://sanakyevan.blogspot.com/2012/03/kompilasi-hukum-islam.html diakses pada 

tanggal 14 Oktober 2019 pukul 14.00 wib 
22 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Penerbit 

Mandar Maju, 2003), h. 1. 
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menurut adatxBugis, tetapi langsungxmenyebutkan wujudxmahar (sompa) 

seperti sepetakxsawah, seperangkat alat shalat, ataukahxsatu stelxperhiasan 

dan lainxsebagainya sesuaixkesepakatan yang akan diberikanxkepada calon 

isterinya pada saatxijab qabul. MasyarakatxSuku Bugis tidakxada batas 

minimal danxmaksimal dalam memberikanxmahar kepada perempuanxyang 

akanxdinikahinya. Dalam Islamxmeringankan dan memudahkanxmahar dan 

tidakxberlebih-lebihan dalamxmemberi mahar. Pada dasarnyaxhukum mahar 

adalahxwajib dan sesuai denganxkemampuan suami danxkesepakatan atau 

persetujuanxisteri, sehingga tidak adaxnash yang mengaturxsecara pasti 

tentang ukuranxmahar atau jumlahxmahar, mahar itu berbentukxmateri dan 

bukan materixkarena Nabi MuhammadxSAW sendiri pernahxmenikah 

seseorangxdengan maskawin hanyaxhafalan al-Quran.23 

2. ImamxAshari, yang berjudul MaknaxMahar Adat dan StatusxSosial 

Perempuanxdalam Perkawinan dixDesa Penengahan KabupatenxLampung 

Selatan, dixdalamnya membahas bahwaxmahar adat adalahxsesuatu yang 

berbedaxdengan mahar menurutxagama Islam, sebagaimanaxagama yang 

dianut olehxmasyarakat DesaxPenengahan. Maharxadat dalam masyarakat 

DesaxPenengahan adalahxsebidang tanahxyang tidak bisa digantikanxdengan 

bendaxlain ataupun uang. Mahar adatxini adalah suatuxkewajiban bagi pihak 

calon mempelaixlaki-laki kepada mempelaixperempuan. Apabila inixtidak 

terpenuhixmaka perkawinan akanxmengakibatkanxkegagalan. Metode 

                                                 
23 Nurul Hikmah, Implementasi Pemberian Mahar pada Masyarakat Bugis dalam 

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta 

Utara), (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 
2011). Diakses melalui situs:http://id.wikipedia.org/wiki/penetapan-mahar, pada tanggal 12 
Januari 2020. 
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Penelitianxini adalah kualititatifxdengan teknik pengumpulanxdata 

wawancaraxmendalam, pengamatanxdan dokumentasi. Teknikxanalisis data 

dalam penelitianxini adalah dengan caraxreduksi data, penyajianxdata dan 

penarikanxkesimpulan. Hasil penelitianxmenunjukkan bahwaxmahar dan 

pernikahanxmasyarakat adalah sebuahxinti kebudayaan, di manaxsesuatu 

yang sulitxberubah. Hal ini dibuktikanxdengan tidak bisanyaxdigantikan 

tanah denganxbenda lainnya, karena tanahxmerupakan simbolxyang memiliki 

makna, dixmana maknanyaxadalah berupa statusxsosial bagi kedudukan 

seorangxperempuan DesaxPenengahan dan keluargaxbesarnya. Semakin luas 

tanahxmaka semakin tinggixnilai dari statusxsosial perempuanxtersebut. 

Makna maharxadat dalam perkawinanxdi Desa Penengahan merupakanxinti 

dari kebudayaanxdan adat istiadatxmasyarakat DesaxPenengahan dalam hal 

perkawinan, halxini dikarenakan dalamxperkawinan di DesaxPenengahan, 

calonxsuami harus dapatxmemberikan maharxadat berupa tanahxdan uang 

panai’ kepadaxcalon isteri pada saatxakan menikahi seorangxperempuan. 

Semua ituxsudah diatur dalam adatxDesa Penengahanxtepatnya pada adat 

perkawinan. Hal inixdi karenkan masyarakat DesaxPenengahan masih 

memegangxerat kebudayaan danxadat istiadat yangxmereka yakini itu 

warisan nenekxmoyang merekaxserta meyakini bahwaxdenganxsebidang 

tanah itu kehidupan dalam berumah tangga mereka akan menjadi lebih baik.24 

                                                 
24 Imam Ashari, Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan di 

Desa Penengahan  Kabupaten Lampung Selatan, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Lampung, 2016), di akses melalui situs: 
http://www,repository.ipb.ac.id/handle/,perkawinan, pada tanggal, 12 Januari 2020. 
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3. Alfaroby, berjudulxTransformasi PemahamanxMasyarakat tentangxMahar 

dalamxAdat Jambi (Studi KasusxDesa Penegah KecamatanxPelawan 

KabupatenxSarolangun), di dalamnyaxmembahas bahwa dalamxhukum adat 

masyarakatxJambi berlandaskan hukumxsyarah, berdasarkan hukumxsyarah 

kitabullahxdan sunnah Rasul adatxitu tidak terpisahkan denganxhukum, oleh 

karena itu, makaxdapatlah dikatakan bahwaxhukum adat merupakan 

konkritisasixdarixpada kesadaran hukum, khususnyaxpadaxmasyarakat-

masyarakat denganxstruktur sosialxdan kebudayaanxsederhana. Metode 

Penelitianxyang digunakan dalam penelitianxini yaitu kualititatifxdengan 

teknikxpengumpulan data wawancaraxmendalam, pengamatan dan 

dokumentasi. Teknikxanalisis data dalamxpenelitian ini adalah denganxcara 

reduksixdata, penyajian data danxpenarikan kesimpulan. Hasilxpenelitian 

menunjukkan bahwaxkedudukan maharxdalam adat Jambixsama dengan apa 

yang telahxdisyariatkanxoleh Islam apa yang disebut menurutxadat sama 

dengan demikian, karenaxadat itu Bersendi (pondasi) padaxsyarak dan syarak 

Bersendixpada kitabullah, adat yangxmengikuti agama bukanxagama yang 

mengikutixadat dikarenakan adatxdan agama itu tidak dapatxdipisahkan. 

Sampai saat inixpemahaman masyarakat Jambixkhususnya di DesaxPenegah 

KecamatanxPelawan Kabupaten Sarolangunxmengenai KujurxSebatang 

(Tombak) dan KerisxSebilah masih tetapxdipergunakan dalamxpernikahan 

karena ituxsalah satu demixkelanggengan bahteraxrumah tangga. Sejarah 

adanya adatxmahar itu sejak berdirinya Jambi, danxada pula 

yangxmengatakan semenjakxBelanda memasukixwilayah Jambi, adat 
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tersebutxsudah ada dan dixberlakukan. Berbicaraxmasalah adatxistiadat/ 

kebiasaan denganxartian adat yangxbersendikan syarak, syarakxbersendi pada 

kitabullahxini dengan arti katax(bahasa dusunnya) kataxbahwasannya apabila 

kita sudahxmelandasakan pikiran, makaxmasuk pada niat, niatxakan 

membuahkanxrencana, rencana akanxdilanjutkan denganxperbuatan. Dan itu 

lah adatxistiadat adalahxseperangkat nilai-nilaixkaedah-kaedah, normaxdan 

kebiasaanxyang tumbuh danxberkembang bersamaxdengan pertumbuhanxdan 

perkembanganxmasyarakatxdesa, telah dikenal danxdihayati danxdiamalkan 

oleh wargaxmasyarakat itu secaraxberulang-ulangxdan terusxmenerus. Dan 

sampaixsaat ini adatxtersebut mengenaixadat kujur (tombak) sebatangxkeris 

sebilah tetapxdipergunakan di karenakanxsejak Jambi berdirixadat tersebut 

sudah diberlakukan olehxpemerintahan Jambixserta ketua adat sampai saat ini 

pun adatxtersebut dixpertahankan.25 

Darixkeseluruhan kajianxpustakaan telah ditelusuri, bahwaxada beberapa 

perbedaanxyang signifikan denganxpenelitian ini. Di antaraxperbedaan tersebut 

adalahxterletak pada judul, sertaxobjek penelitian, namunxsecara khusus belum 

ada penelitian membahasxtentang penetapan maharxpada masyarakat etnikxAceh 

di KotaxLangsa dalam perspektifxKompilasi HukumxIslam dan HukumxAdat. 

Adapunxkesamaan penelitianxsebelumnya menjadixrujukan terhadapxpeneliti 

untuk membahas penelitianxini lebih lanjut. Penelitian ini lebih menekankanxpada 

                                                 
25 Alfaroby, berjudul Transformasi Pemahaman Masyarakat tentang Mahar dalam Adat 

Jambi (Studi Kasus Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun), (Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010). Diakses melalui 
situs: http://www. Mahar-dalam-adat, repository.ipb.ac.id/handle, pada tanggal 12 Januari 2020. 
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MaharxPerkawinan MasyarakatxEtnik Aceh Di KotaxLangsa Perspektif 

KompilasixHukumxIslam danxHukum Adat. 

 

F. Kerangka Teori  

Teorixadalah untukxmenerangkan atau menjelaskanxmengapa gejala 

spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori inixharus diuji dengan 

menghadapkanxfakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, guna 

menunjukkanxbangunan berfikir yang tersusunxsistematis, logisx (rasional), 

empiris (kenyataan), jugaxsimbolis.26 Adapun kerangka teorixyang akan dijadikan 

landasan untukxmenjawab rumusan masalahxdalam penulisan tesisxini yaitu: 

a. Teori Perbandingan Hukum 

Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri 

telah jelasxkiranya bahwa perbandinganxhukum bukanlah hukum sepertixhukum 

perdata., hukum pidana, hukum tata negara danxsebagainya,27 melainkan 

merupakanxkegiatan memperbaindingkanxsistem hukum yang satu dengan sistem 

hukum yangxlain. Yang dimaksudkanxdengan memperbandingkanxdi sini ialah 

mencari dan mensinyalirxperbedaan-perbedaan sertaxpersamaan-persamaan 

dengan memberi penjelasannyaxdan meneliti bagaimana berfungsinyaxhukum 

dan bagaimanaxpemecahan yuridisnya di dalam praktekxserta faktor-faktor non-

hukumxyang mana sajaxyang mempengaruhinya.28 

Jadixmemperbandingkan hukum bukanlahxsekedar untuk mengumpulkan 

                                                 
26 Otje Salman dan Anton F Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan 

Membuka Kembali, (Jakarta: Refika Aditama Press, 2004), h. 21. 
27 Soerjono Soekanto, Perbandingan Hukum, (Bandung : Melati, 2009), h. 131. 
28 Sunarjati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, (Bandung :PT Citra Aditya 

Bakti, 2008), h. 54. 
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peraturanxperundang-undangan saja danxmencari perbedaan sertaxpersamaannya 

saja.akan tetapi Perhatian yangxpaling mendasar dalamxperbandingan hukum 

ditujukan kepadaxpertanyaan sampai seberapaxjauh peraturanxperundang-

undangan atauxkaidah yang tidak tertulis ituxdilaksanakan di dalamxmasyarakat. 

Untuk itu dicarilah perbedaanxdan persamaan.Dari perbandingan hukum ini dapat 

diketahui bahwaxdi samping benyaknyaxperbedaan juga adaxkesamaannya. 

Yang menjadixobjek perbandingan hukumxialah (sistem atauxbidang) 

hukum di negara yangxmempunyai lebih dari satuxsistem hukum (misalnya 

hukum perdataxdapat diperbandingkan denganxhukum perdata tertulis) atau 

bidang-bidang hukumxdi negara yang mempunyai satu sistemxhukum (seperti 

misalnya syaratxcausalitas dalam hukum pidanaxdan perdata, konstruksi 

perwakilan dalam hukumxperdata dan pidana atau sistemx (bidang) hukumxasing 

diperbandingkanxdengan sistem (bidang) hukumxsendiri (misalnya law of 

contractxdibandingkan denganxhukum perjanjian).29 

Dalamxmemperbandingkan hukumxdikenal dua cara, yaitu 

memperbandingkanxsecara makro dan secaraxmikro. Perbandinganxsecara makro 

adalah suatu caraxmemperbandingkan masalah-masalahxhukum pada umumnya. 

Perbandinganxsecara mikro adalahxsuatu cara memperbandingkanxmasalah-

masalah hukumxtertentu. Tidak ada batasan tajamxantara perbandingan secara 

makro danxmikro. Hukum yang telah diketahuixyang akan diperbandingkan 

disebut “comparatum”, sedangkanxhukum yang akan diperbandingkanxdengan 

yang telahxdiketahui disebut “comparandum”. Setalahxdiketahui dua hukum itu 

                                                 
29 Jenny Barmawi, Perbandingan Hukum Belanda Dalam Hukum Kontinental Dan 

Hukum Inggris Amerika, (Yogyakarta: pusaka kartin, 2009), h. 23. 
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perlu ditetapkan apaxyang akan diperbandingakanxitu, misalnya mengenai 

perjanjian, perkawinanxdan sebagainya. Inixdisebut “tertium comparatum”.30 

b.  Teori ‘Urf 

Secaraxetimologi, ‘urf berartix “yang baik”. Paraxulama ushulxfiqh 

membedakanxantara adat dengan ‘urf dalamxmembahas kedudukannyaxsebagai 

salah satu dalilxuntuk menetapkan hukumxsyara. Adat didefinisikan sebagai 

berikut:31 

 

Artinya: “Sesuatu yang dikerjakan dengan secara berulang ulang tanpa adanya 

hubungan rasional”. 
 
Definisi di atas menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan 

dengan secara berulang ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan dengan adat. 

Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat 

luas, yang menyangkut masalah kepribadian, seperti kebiasaan orang dalam tidur, 

makan dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau persoalan yang 

menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan denganxpemikiran yang 

baik dan yangxburuk. Adat juga bisaxmuncul dari sebab yangxalami, seperti 

cepatnya seorangxanak menjadi baligh didaerahxtropis atau cepatnyaxtanaman 

berbuah didaerahxtropis, dan di daerah dinginxterjadi kelambatanxseseorang 

menjadixbaligh dan kelambatanxtanaman dalamxberbuah. 

Adapun ‘urf menurut ulama ushul fiqh adalah: 

 

                                                 
30 Sunarjati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, (Bandung :PT Citra Aditya 

Bakti, 2008), h. 55. 
31 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Logos, 2001), h. 137-138. 
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Artinya: “Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan”. 

Berdasarkanxdefinisi ini, Musthafa ahmadxal-Zarqa’ (guru besar fiqh 

Islam dixUniversitasxAmman, Jordania), mengatakanxbahwa ‘urf merupakan 

bagian darixadat, karena adat lebihxumum dari ‘urf . suatu ‘urf menurutnya harus 

berlakuxpada kebanyakan orang dixdaerah tertentu. Bukan padaxpribadi atau 

kelompok tertentuxdanx ‘urf bukanlah kebiasaan alamixsebagaimana yang 

berlakuxdalam kebanyakan adat, tetapixmuncul dari suatu pemikiran dan 

pengalaman, seperti mayoritasxkebiasaan pada suatuxmasyarakat di daerah 

tertentu yag menetapkanxbahwa untuk memenuhi keperluan dalam rumahxtangga 

pada suatuxperkawinan dapatxdiambil dari mas kawin yangxdiberikan oleh suami 

dan penetapanxukuran tertentu dalamxpenjualan makanan.32 Yangxdibahas para 

ulama fiqh, dalamxkaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkanxhukum 

syara’ adalahx ‘urf bukan adat. 

Secaraxgaris besar, Alquran sebagaixsumber hukumxIslam 

mengelompokkanxkandungannya menjadi tigaxmacam, yaitu (1) normaxhukum 

akidah yang mengaturxhubungan manusiaxdengan Allah SWTxdalam masalah 

keimanan danxketaqwaan; (2) norma hukumxakhlak yang mengaturxhubungan 

sesama manusiaxdan makhluk lainnya dalam hubunganxberagama, 

bermasyarakat, danxbernegara; dan (3) norma hukum syariah yang mengatur 

hubungan lahiriahxantara sesama manusiaxdan makhluk lainnyaxserta alam 

                                                 
32 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Logos, 2001), h. 139. 
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sekitarnya.33 

SebagaixRasul, Muhammad SAW memilikixperan dan fungsixuntuk 

menyampaikan ajaranxIslam, termasuk norma hukumxIslam, dengan menjelaskan 

lebih lanjut dari apa yangxtertuang dalam Alquran baik dalam bentukxperkataan, 

perbuatanxmaupun pengukuhan terhadapxhal-hal yang sudahxada. Dengan 

demikian, Nabi Muhammad SAW berperanxdan berfungsixuntuk menyampaikan 

dan mengembangkanxnorma-norma hukum Islam agarxdapat sesuai dengan 

dinamikaxperkembanganxzaman. 34 

Dalamxkonteks pengembanganxrelevansi dan akomodasixterhadap tradisi 

yang berkembang, makax ‘urf memiliki peranxpenting dalam pengembangan 

norma hukum Islam. Yang dalam bahasa ilmu usul fikih dikenalxdengan ‘urf. 

Secaraxetimologis, ‘urf bermakna “halxyang baik”. Secaraxterminologis, ‘urf 

adalah tradisixmayoritas kaum baik dalamxbentuk perkataanxrasional atau 

tindakanxempiris. Adapun dalilxnormatif ‘urf ini adalah firmanxAllah yang 

intinya memerintahkanxuntuk melakukan yang al-ma’ruf (Q.S. al-A’raf ayat 199). 

  ١٩٩خُذِ الْعَفْوَ وَأمُْرْ باِلْعرُْفِ وَاعَْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ 

Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta 

jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. 
 

Dalamxsudut padangxkeabsahannya, ‘urf dapat dibagixmenjadi dua 

macam, yaituxpertama ‘urf sahih yang merupakanxkebiasaan masyarakatxdalam 

bentuk perkataanxatau tindakan yang diakui olehxdalil-dalil normatifxhukum 

Islam.‘Urf shahihahxmempunyai kedudukanxhukum yang kuat, bahkanxdapat 

                                                 
33 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos, 1997), h. 91. 
34 Ibid, h. 91. 
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dikukuhkan sebagaixbagian integral dari penetapanxhukum Islam sebagaimana 

kaidah: al- ‘âdah al-muhakkahmah (tradisi dapat dikukuhkan menjadi ketentuan 

hukum Islam). Keduax ‘urf fasid, yaitu kebiasaanxdalam bentuk perkataanxdan 

tindakan yangxdikenal dan diamalkanxmasyarakat, tetapi hal ituxbertentangan 

dengan normaxhukumxsyara’.35 

 

G. Metode Penelitian 

1. Spesifikasi 

Metodexpenelitian merupakan suatuxtata cara, prosedur, jalan. Metode 

penelitianxmerupakan suatu upayaxatau usaha yang dilakukanxoleh peneliti 

dengan caraxmengkaji, menanggapi, menganalisaxsuatu masalah. Untuk 

menghasilkanxsuatu jawaban atauxsolusi dari masalah yang akanxditeliti. 

Kemudianxdisusun dalam sebuahxdata ilmiyah.36  

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis empiris yang terdiri dari penelitian lapangan (field research) yang 

dilakukan melalui serangkaian wawancara dengan responden dan informan 

yang terkait dengan objek penelitian.37 Dan juga penelitianxkepustakaan 

(Library Research), yaituxpenelitian yang berusahaxmenggali teori yang telah 

berkembangxdalam bidang ilmuxyang berkaitan denganxsuatu masalah 

metode-metode, sertaxteknik penelitianxyang telah digunakanxoleh peneliti 

terdahulu, memperolehxorientasi yangxlebih luas dalamxpermasalahan yang 

                                                 
35 Abdul Wahhab Khallaf, Ilm Ushul al-Fikih, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.th.), h. 76-81. 
36 Ridwan, Belajar Mudah Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 69. 
37 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2012), h. 39. 
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dipilihxserta menghindarixterjadinya duplikasi yang tidakxdiinginkan dengan 

mengarah padaxpengembanganxkonsep danxfakta yang ada.38 

Penelitianxini menggunakanxpendekatan kualitatifxyang bersifat 

deskriptif danxcenderung menggunakanxanalisis denganxpendekatanxinduktif 

atau prosesxpenelitian danxpemahaman yang berdasarkanxpada metode yang 

menyelidikixsuatu fenomenaxsosial dan masalahxmanusia.39  

Kajianxlapangan dilaksanakanxuntuk mendapatkan informasixtentang 

penetapanxmahar dalam pernikahanxpada masyarakat, sedangkanxstudi 

kepustakaanxdigunakan sebagaixdata pendukung yangxmungkin ditemukan 

dari data-dataxdokumen danxbuku-buku tentangxteori yangxdikembangkan 

oleh paraxahli dan sumberxlainnya. Dari dataxdokumen inixdiharapkanxakan 

ditemukanxsebuah pijakanxawal tentangxgambaran umumxlandasanxteoritis 

dan aplikasi tentang penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat etnis 

Aceh di Kota Langsa. Dari jenis penelitianxini diharapkanxakan dapat 

ditemukanxsebuahxkesimpulanxyang valid. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Langsa. Pemilihan lokasi 

tersebut dikarenakan Kota Langsa merupakan salah satu daerah dari provinsi 

Aceh yang menetapkan jumlah mahar yang tinggi khususnya bagi perempuan 

etnik Aceh di Kota Langsa yang ingin dinikahi.  Adapun waktu penelitian ini 

dilakukan antara bulan Juli 2019 sampai Desember 2019. 

                                                 
38 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2012), h. 202. 
39 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2001), h. 15 
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3. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.  

Sumberxdata yang digunakanxpeneliti untuk mendapatkanxdata-data yang 

tersebutxdi atas adalah sumberxdata yang bersifat; a) sumberxdata primer, 

yakni pengambilanxdata yang dihimpunxlangsung oleh peneliti. b) sumber 

data skunder, yakni sumber dataxyang digunakan untuk data-data yang 

dihimpun dari sumber data primer.40  

Data primer diperoleh dari responden yang terdiri dari: 

a) Penghulu Kantor Urusan Agama di Kota Langsa. 

b) Tokoh Adat Gampong. 

c) Calon pengantin yang menikah di Kota Langsa. 

Dan juga dari informan yang terdiri dari: 

a) Anggota Majelis Adat Aceh Kota Langsa 

b) Tokoh Agama 

Data sekunder yaitu mahar perkawinan di masyarakat Aceh yaitu 

artikel Mushaf Al-Quran, dan buku-buku terkait dengan penelitian penulis. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapunxteknik pengumpulanxdata yang digunakan yaitu melalui studi 

lapangan dengan observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara untuk 

mengumpulkan data primer. Observasi dan dokumentasi yang dilakukan 

peneliti dengan mengamati dan berpartisipasi langsung dengan kehidupan 

informan yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan 

                                                 
40 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1993), h. 202. 
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informasi primer dari informan dan juga bisa berinteraksi secara langsung. 

Pengumpulan data sekunder juga dilakukan melalui studi kepustakaan. 

5. Metode Analisis Data 

Berdasarkan sifat penelitian ini, dikumpulkan Peraturan Perundang-

undangan yang menjadi pusat perhatian peneliti. Analisa dilakukanxterhadap 

pasal-pasal yang isinya kaedah (hukum). Setelah dianalisaxmaka konstruksi 

dilaksanakanxdengan cara memasukkanxpasal-pasal tertentuxke dalam 

kategori-kategorixatas dasar pengertian dasarxdari sistem hukumxtersebut.41 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika penulis tesis ini adalah : 

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdaulu, kerangka teori, 

metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II, penetapan mahar dalam perkawinan etnik Aceh di Kota Langsa 

diuraikan tentang pengertian perkawinan, pengertian mahar, gambaran umum 

Kota Langsa, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan mahar perkawinan 

etnik  Aceh di Kota Langsa dan penetapan mahar dalam perkawinan etnik Aceh di 

Kota Langsa. 

Bab III, penetapan mahar perkawinan etnik Aceh di Kota Langsa dalam 

perspektif kompilasi hukum islam yang diuraikan tentang kewajiban pemberian 

mahar dalam hukum perkawinan, ketentuan penetapan mahar dalam kompilasi 

                                                 
41 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2010), h. 255. 
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hukum Islam, dan penetapan mahar perkawinan etnik Aceh di Kota Langsa dalam 

perspektif Kompilasi Hukum Islam. 

Bab IV, penetapan mahar perkawinan etnik Aceh di Kota Langsa dalam 

perspektif hukum adat, diuraikan tentang hukum adat Aceh, perkawinan dalam 

adat Aceh, dan penetapan mahar perkawinan adat Aceh dalam hukum adat. 

Bab V, penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan tesis 

ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan 

dengan penulisan tesis ini. 
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BAB IV 

PENETAPAN MAHAR PERKAWINAN ETNIK ACEH DI KOTA 

LANGSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT 

 

A. Hukum Adat Aceh 

 

Hukumxadat merupakanxproduk darixbudayaxyang mengandung 

substansixtentang nilai-nilaixbudaya cipta, karsa, rasaxmanusia. Dalam arti bahwa 

hukum adat lahir darixkesadaran atas kebutuhan dan keinginanxmanusia untuk 

hidup secaraxadil dan beradabxsebagai aktualisasi peradabanxmanusia. Selain 

ituxhukum adat juga merupakan produkxsosial yaitu sebagai hasil kerjaxbersama 

(kesepakatan) danxmerupakan karyaxbersama secaraxbersama (milik sosial) dari 

suatu masyarakatxhukum adat.133 

Jadixadat adalah kebiasaanxmasyarakat, danxkelompok-kelompok 

masyarakat lambatxlaun menjadikan adat ituxsebagai adat yang seharusnya 

berlaku bagi semuaxanggota masyarakat sehinggaxmenjadi “hukum adat”. Jadi 

hukum adatxadalah adat yang diterimaxdan harus dilaksanakan dalamxmasyarakat 

bersangkutan.134 

Masyarakatxhukum adatxdisebut jugaxdenganxistilah “masyarakat 

tradisional” atauxthe indigenous people, dalamxkehidupan sehari-harixlebih 

sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”.135 

Masyarakatxhukum adat adalahxkomunitasxmanusia yang patuh pada 

peraturanxatau hukumxyang mengatur tingkah lakuxmanusia dalam hubungannya 

satu sama lain baik berupa keseluruhanxdari kebiasaan dan kesusilaanxyang 

                                                 
133 Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia, (Medan: Nuansa Aulia, 2013), h. 2.  
134 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 1. 
135 Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia, (Medan: Nuansa Aulia, 2013), h. 69 . 
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benar-benar hidupxkarena diyakini danxdianut, jika dilanggar pelakunya 

mendapatxsanksi dari penguasaxadat.  

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara 

spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau 

diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, 

dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota 

masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai 

sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh 

anggotanya.136 

 

Masyarakat merupakan sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola 

interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupunxhubungan antar kelompok 

sosial. Maka suatuxmasyarakat merupakanxsuatu kehidupan bersama, yang 

warga- warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga 

menghasilkanxkebudayaan. Masyarakat hukumxadat adalah sekumpulan orang 

yang tetap hidup dalam keteraturan dan didalamnya ada sistemxkekuasaan dan 

secara mandiri, yang mempunyaixkekayaan yang berwujud atau tidak berwujud.  

Masyarakatxhukum adat jugaxmerupakan suatu kesatuanxmanusia yang 

saling berhubunganxdengan pola berulang tetap, yaitu suatuxmasyarakat dengan 

pola- pola perilaku yang sama, dimanaxperilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan 

oleh masyarakat, darixpola tersebut diwujudkanxaturan-aturan untuk mengatur 

pergaulan hidup itu. Suatuxpergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, 

hanya akan terjadixapabila adanya suatuxkomunitas hubunganxdengan pola 

berulangxtetap. 

Di Indonesiaxhukum adat diartikanxsebagai hukum Indonesiaxasli yang 

tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-

                                                 
136 Ibid, h. 72. 
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sini mengandungxunsur agama. Terminologi “Adat” dan “Hukum Adat” 

seringkali dicampurxaduk dalam memberikanxsuatu pengertianxpadahal 

sesungguhnya keduanya adalah dua lembaga yang berlainan. Adat sering 

dipandangxsebagai sebuah tradisi sehinggaxterkesan sangatxlokal, ketinggalan 

jaman, tidakxsesuai dengan ajaran agama dan lain-lainnya. Hal ini dapat 

dimaklumi karena “adat”adalah suatu aturanxtanpa adanya sanksixriil (hukuman) 

di masyarakat kecuali menyangkut soal dosa adat yang erat berkaitan dengan soal-

soalxpantangan untukxdilakukan (tabu danxkualat). xTerlebih lagi muncul istilah-

istilahxadat budaya, adatxistiadat, dll. 

Menurut Soepomo dalam buku Mustari menyebutkan,  

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, 

meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh 

yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas 

keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan 

hukum. Darixbatasan-batasanxyang dikemukakan di atas, maka terlihat 

unsur-unsur dari pada hukum adat sebagai berikut :  

1. Adanya tingkah lakuxyang terus menerus dilakukanxoleh masyarakat.  

2. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis  

3. Tingkahxlaku tersebutxmempunyai nilaixsakral  

4. Adanyaxkeputusan kepalaxadat  

5. Adanyaxsanksi/ akibatxhukum  

6. Tidak tertulis.137 

 

Ciri-cirixdari hukumxadat yaitu:  

a. Tidakxtertulis dalam bentukxperundangan dan tidakxdikodifikasi.  

b. Tidak tersusun secara sistematis.  

c. Tidakxdihimpun dalam bentukxkitab perundangan.  

d. Tidak tertatur.  

e. Keputusannyaxtidak memakaixkonsideran (pertimbangan).  

f. Pasal-pasalxaturannya tidak sistematisxdan tidak mempunyai 

penjelasan.138 

 

                                                 
137 Mustari Suriyaman, Hukum Adat kini dulu dan akan datang, (Makassar: Pelita 

Pustaka, 2010), h. 56. 
138 Muhammad Bushar, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004), h. 

5. 
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Macam-macamxmasyarakat hukum adatxyang terdapatxdi Negara 

Republik Indonesiaxterbagi menjadi 4 (empat), yaitu:  

1) Masyarakatxadat yang susunanxkekerabatannya kebapakan 

(Patrilinial), yaitu masyarakatxyang kekerabatannyaxmengutamakan 

keturunan garis laki-laki.  

2) Masyarakatxadat yang susunanxkekerabatannyaxkeibuan (Matrilinial), 

yaitu masyarakat yangxkekerabatannya mengutamakanxketurunan 

menurut garis wanita.  

3) Masyarakat adat yang bersendixkeibu-bapakan (Parental), yaitu 

masyarakat yangxkekerabatannya tidak mengutamakan keturunan laki-

laki ataupun wanita.  

4) Masyarakat adatxyang bersendixkebapakan beralih (Alternatif) 

maksudnya yaituxkekerabatan yang mengutamakan garis keturunan 

laki-laki namun adakalanya mengikuti garisxketurunan wanita karena 

adanya faktorxpengaruh lingkungan waktuxdan tempat.139 

 

Masyarakatxhukum adat di Indonesiaxdapat dibagi atas duaxgolongan 

menurut dasarxsusunannya, yaitu yang berdasarkanxpertalian suatu keturunan 

(genealogi) danxberdasar lingkungan daerahx (teritorial).140 Masyarakatxhukum 

atau persekutuan hukumxyang teritorial adalahxmasyarakat yang tetapxdan 

teratur, yangxanggota-anggotaxmasyarakatnyaxterikat padaxsuatu daerah 

kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawixsebagai tempat kehidupan maupun 

dalam kaitan rohani sebagaixtempat pemujaanxterhadap roh-rohxleluhur. 

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogisxadalah suatu 

kesatuan masyarakat teratur, dimanaxparaxanggotanya terikat pada suatu 

keturunan yang sama dan leluhur, baikxsecara langsung karena hubungan darah 

(keturunan) atau secara tidak langsungxkarena pertalian keturunan atau 

pertalianxadat. 

                                                 
139 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 95. 
140 Ibid, h. 95. 



84 

 

 

Melaluixsudutxbentuknya, makaxmasyarakat hukumxadat tersebut ada 

yang berdiri sendiri, menjadixbagian dari masyarakatxhukum adatxyang lebih 

tinggi atauxmencakup beberapaxmasyarakatxhukumxadat yang lebih rendah, serta 

merupakan perserikatanxdarixbeberapa masyarakat hukumxadat yang sederajat. 

Di dalam kehidupan masyarakatxkita dapat menjumpai pulaxbentuk-

bentuk kumpulan organisasixyang ikatan anggota-anggotanya didasarkan pada 

ikatan kekaryaan sejenisxyang tidak berdasarkan pada hukumxadat yang sama 

atau daerah asal yangxsama, melainkan padaxrasa kekeluargaan yang sama dan 

terdiri dari berbagai sukuxbangsa dan berbeda agama.  

Bentukxmasyarakat adat ini kita temukanxdi berbagai instansi pemerintah 

atauxswasta, atau di berbagai lapangan kehidupanxsosial ekonomi yang lain. 

Kesatuan masyarakatxadatnya tidak lagi terikat padaxhukum adat yang lama 

melainkanxdalam bentukxhukum kebiasaanxyang baru. 

 

B. Perkawinan dalam Adat Aceh 

HukumxAdat perkawinan adalah aturan-aturan Hukum adat yang 

mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-caraxpelamaran, upacara 

perkawinan, cara- cara pelamaran, upacara perkawinanxdan putusnya perkawinan 

di Indonesia. Aturan-aturanxhukum adat perkawinan di berbagai daerah di 

Indonesia berbeda-beda, dikarenakanxsifat kemasyrakatan, adatxistiadat, agama 

dan kepercayaanxmereka yang berbeda-beda.  

 Jadi walaupunxsudah berlaku undang-undangxperkawinan yang bersifat 

nasional, yang berlakuxuntuk seluruh warga di Indonesia, namun di sana-sini, di 
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berbagai daerah masih berlaku hukum perkawinanxadat, karena undang-undang 

hanya mengatur hal-halxyang pokok saja dan tidakxmengatur hal-hal yang 

bersifat khususxsetempat.  

 Tujuan perkawinanxbagi masyarakat hukum adat yang bersifat 

kekerabatan, adalah untuk mempertahankanxdan meneruskan keturunan menurut 

garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagian rumah 

tangga keluarga/kerabat, untukxmemperoleh nilai-nilai adat budaya dan 

kedamaian, dan untuk mempertahnkanxkewarisan Oleh karena sistem keturunan 

dan kekerabatan antaraxsuku bangsa Indonesia yang satu dan suku bangsa yang 

berlainan, daerah yangxsatu dan daerah yang lainxberbeda, serta akibat hukum 

dan upacara perkawinannyaxberbeda-beda.  

 Sahnyaxperkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat adat di 

Indonesia pada umumnya bagi penganutxagama tergantung pada agama yang 

dianut masyarakatxadat bersangkutan. Maksudnyaxjika telah dilaksanakan 

menurutxtata tertib hukum agamanya, makaxperkawinan itu sudah sah menurut 

hukum adat, lainxhalnya bagi mereka yang belum menganutxagama hanya berupa 

kepercayaan yang masih meyakinixroh-roh dan dewa-dewa atau bisa disebut 

animisme ataupunxdinamisme.  

 Perkawinanxdalam masyrakat adat dipandang sebagai salah satu peristiwa 

yang sangat penting dalam penghidupanxmasyarakat. Perkawinanxbukan hanya 

suatu peristiwaxmengenai mereka yang bersangkutan (suami-istri), tetapi juga 

orang tua, saudara-saudara dan keluarga dari kedua belah pihak .  

 Pada umumnya suatu perkawinan menurut Hukum adat di dahului dengan 

lamaran (ngelamar). Suatu lamaran bukan merupakan perkawinan tetapi 
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lebih bersifat pertunangan dan baru terikat apabila dari pihak laki-laki 

sudah diberikan Panjer atau peningset (Jawa tengah dan Timur), tanda 

kong narit (Aceh), panyangcang (Jawa barat), dan paweweh (Bali).Tetapi, 

ada juga perkawinan tanpa lamaran yaitu dengan laki-laki dan wanita yang 

bersangkutan melarikan diri bersama–sama atau wegloophuwelijik 

(lampung).141 

 

Tujuan lamaran ialah memberikan suatu tanda pengikat kepada pihak 

perempuan yang disebut Panjerxatau peningset (Jawa tengah dan Timur), tanda 

kong narit (Aceh), panyangcang (Jawa barat), dan paweweh (Bali). Tetapi, ada 

juga perkawinan tanpa lamaran yaitu denganxlaki-laki dan wanita yang 

bersangkutan melarikan diri bersama–sama atauxwegloophuwelijik (lampung). 

Tanda pengikat dimaksudxdiberikan kepada keluarga perempuan atau orangtua 

pihak perempuanxatau kepada bakal istri.142 

Dasar alasan pertunangan ini di setiap daerah tidaklah sama, akan tetapi 

lazimnya adalah:  

1. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki dapat 

dilangsungkan dalam waktu dekat. 

2. Khususnya di daerah-daerah yang ada pergaulan sangat bebas antara 

muda-mudi, sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak 

yang telah diikat oleh pertunangan itu.  

3. Memberi kesempatan kedua pihak untuk lebih saling mengenal, 

sehingga mereka kelak sebagai suami isteri dapat diharapkan menjadi 

suatu pasangan yang harmonis.143 

 

Pertunangan ini masih dimungkinkan batal apabila dalam hal-hal berikut:  

1. Kalau pembatalan dikehendaki kedua pihak yang timbul setelah 

pertunangan berjalan beberapa waktu lamanya.  

2. Kalau salah satu pihak tidak memenuhinya janjinya, maka tanda itu 

harus dikembalikan sejumlah atau berlipat dari yang diterima, 

                                                 
141 Titik Triwulan Tutik, Poligami: Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Kontekstual 

Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2007), h. 106. 
142 Ibid, h. 108. 
143 Ibid, h. 109. 
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sedangkan jika pihak yang lain tidak memenuhi janjinya, maka tanda 

pertunangan ini tidak perlu dikembalikan. Dalam pembatalan yang 

dilakukan oleh kehendak dua belah pihak, maka tanda-tanda 

pertunangan lazimnya saling dikembalikan. Dalam hukum islam 

pertunangan tidak dikenal.144 

 

Seperti kita tahu bahwa Indonesia memiliki beragam suku dan 

kebudayaan, jadi tidak heran apabila kita sering melihat upacara-upacara adat 

yang sangat unik. Upacara pernikahan adalah termasuk upacara adat yang harus 

kita jaga, karena dari situlah akan tercermin jati diri kita, bersatunya sebuah 

keluarga bisa mencerminkan bersatunya sebuah negara. 

Perkawinan tanpa lamaran biasanya terjadi disuatu lingkungan masyarakat 

adat, tetapi yang terbanyak berlaku adalah dikalangan masyarakat adat Lampung, 

Batak, Bali, Bugis atau Makasar, dan Maluku. Didaerah tersebut walaupun kawin 

lari merupakan pelanggaran adat namun dibenarkan dengan catatan terdapat tata 

tertib cara penyelesaiannya.  

Sistem perkawinan lari di bedakan atas “Kawin lari bersama” dan “kawin 

lari paksaan”. Perkawinan lari bersama adalah perbuatan berlarian untuk 

melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis, cara melakukan 

berlarian tersebut yaitu si bujang sepakat melakukan kawin lari dan pada 

waktu yang sudah di tentukan melakukan lari bersama, atau si gadis secara 

diam-diam di ambil kerabat pihak bujang dari tempat kediamannya.145 

 

Perkawinan lari paksaan yaitu perbuatan melarikan gadis dengan akal tipu, 

atau dengan paksaan, atau menggunakan kekerasan, tidak dengan persetujuan si 

gadis, dan tidak menurut tata tertib adat berlarian. sistem perkawinan lari paksaan 

ini jika terjadi seringkali diteruskan oleh kerabat yang merasa kehormatannya 

                                                 
144 Ibid, h. 110. 
145 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 130. 
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terganggu kepada pihak Kepolisian dengan menggunakan Pasal 332 KUHP 

sebagai dasar pengaduan.146 

Perkawinan dalam masyarakat Acehxmerupakan suatuxperistiwa yang 

dilaksanakanxmenurut adat, dan telah menjadi kelaziman dalam masyarakat. 

Upacara perkawinan didaerahxini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan-

kebudayaanxluar sejakxberabad-abad yang lalu,namun begituxpengaruh luar itu 

telahxdiasimilasikanxdengan budaya masyarakatxsetempat. 

Dalamxmasyarakat Aceh terdapatxkesatuan kekerabatanxyang secara 

teknis disebutxkeluarga inti (batih), keluarga luas dan klenxkecil. Bentuk keluarga 

inti masyarakat Acehxpada umumnya mempunyaixkesamaan dari berbagai sub 

etnis. Adapun bentuk keluargaxterdiri dari seorang suami, isterixdan anak – anak 

yang belumxkawin.147  

Disampingxkeluarga lengkap, terdapatxpula keluarga tidak lengkap. 

Seorang isteri berpisah dengan suaminyaxkarena bercerai atauxkematian. Pada 

keluarga sepertixini, isteri mempunyai kedudukan ganda yaitu sebagai kepala 

keluargaxdan ibu rumahxtangga. Disamping adanyaxwujud keluarga inti, terdapat 

pula wujudxkeluarga luas,yaitu apabilaxsalah satu anggotaxkeluargaxsudah 

menikah, ia akan pindah kedalam satu bilik (kamar), tetapi dalam rumah itu juga, 

dan masih dalam satu kesatuanxekonomi denganxkeluarga senior. Dalam keluarga 

batih ayahxdan ibu mempunyai peranan penting untuk mengasuh anak sampai 

dewasa. Perananxini sudah menjadi tanggungxjawab ayah dan ibu meliputixsegala 

                                                 
146 Ibid, h. 130.  
147 Alfian, Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh, (Jakarta: LP3ES, 2007), h. 118. 
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kebutuhanxkeluarga sepertixkebutuhan akan sandang, pangan, kesehatanxdan 

pendidikan. 

Dalamxmasyarakat Aceh, perkawinanxadalah sesuatu yangxsakral dan 

religius, dan dianggap sebagaixsuatu ibadah dalamxmenjalankan perintahxTuhan. 

Selain itu tidakxhanya sebagai sarana untukxkebutuhan biologis, tetapi 

jugaxdalam rangkaxpeningkatan status sosial. Suwondo, mengungkapkanxbahwa 

perkawinanxbagi masyarakat Acehxmempunyai tujuan dalam rangka meneruskan 

keturunanxdan memenuhi hasrat seksualxmanusia.148 Pendapat diatasxdipertegas 

lagi oleh Alfian, antaraxtujuan memperoleh anakxdan perbuatan seksual dalam 

perkawinan terdapat hubunganxyang erat, terutama bagixkedudukan anak.149 

Darixuraian tersebut jelaslah bahwa maknaxperkawinan bagixmasyarakat 

Aceh adalahxuntuk meneruskan keturunanxyang sah. Dalam perkawinanxakan 

terbentuklahxsebuah keluargaxdimana akan terlihatxbagaimana tanggungxjawab 

seorang suami terhadap isterixdan anak-anakxdan sebaliknya. Perkawinan juga 

dapat membina kasihxsayang dan salingxmenghormati. 

Dalamxadat-istiadat orangxAceh, menentukanxpasangan adalahxkegiatan 

pertama yang dilakukan dalam tahapan perkawinan. Banyak cara yang dilakukan 

untuk mendapatkanxhasil didalam menentukanxpasanganxhidup. Singkatnya, 

apabila lamaranxditerima maka akanxdilakukan acara pertunangan sekaligus antar 

tanda. Padaxacara pertunanganxini juga akan dibicarakan tentang hari yang baik 

untukxmelangsungkan hari resepsixperkawinan.  

                                                 
148 Suwondo, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Barat, Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, Bandung, 2009, h. 40. 
149 Alfian, Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh, (Jakarta: LP3ES, 2007), h. 118. 
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Sebelum upacaraxperkawinan, kegiatanxyang tidak bolehxditinggalkan 

adalah pengucapanxijab qabul atau akadxnikah. Acara ini biasanya diadakan 

selesai sholatxmagrib atau pagi hari sebelum upacara perkawinan dimulai. Pada 

saat upacaraxperkawinan, pengantin pria akanxdiarak kerumah pengantinxwanita 

sebagai simbolxmengantarkan anak laki – lakixuntuk pindah ke rumahxkerumah 

isterinya.  

 

C. Penetapan Mahar Perkawinan Adat Aceh dalam Hukum Adat 

 

Mahar adalah maskawin yang menjadi syarat pernikahan dalam 

masyarakat Muslim. Bentuk mahar cukup beragam mulai dari seperangkat alat 

salat, benda tertentu maupun perhiasan seperti emas. Emas lazim menjadi mahar 

dalam adat masyarakat Aceh. Dalam ketentuan adat masyarakat Aceh sudah lama 

menggunakan emas sebagai syarat kawin. Bukan hanya untuk kalangan atas, 

masyarakat kelas bawah juga menggunakan perhiasan itu untuk meminang 

kekasih hati. 

Dalam pelaksanaan hukum adat masyarakat Aceh, penetapan jumlah 

mahar dan beban lainnya yang harus dipenuhi calon pengantin laki-laki tidak 

diputuskan sepihak. Seluruhnya merupakan hasil diskusi di keluarga melalui 

pihak ketiga. Atau bisa juga, jumlah mahar sudah disepakati bersama oleh kedua 

mempelai. 

Bagi sebagian orang yang mampu dalam hal materi, penetapan mahar dan 

beban lainnya yang tinggi bukanlah suatu persoalan dikarenakan lebih 

mementingkan kesepakatan antar keluarga termasuk istrinya. Persoalan mahar 
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juga salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada calon pengantin 

perempuan. Selain itu, penetapan mahar yang tinggi dalam adat masyarakat Aceh 

juga menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi keluarga calon mempelai 

perempuan.  

Dalam hukum adat Aceh pada dasarnya tidak ada ketentuan untuk 

menentukan berapa jumlah mahar untuk meminang gadis Aceh. Namun sebagian 

masyarakat percaya, jumlah mahar ditentukan dari berbagai sisi. Mulai dari paras, 

keturunan, pendidikan hingga status sosial. Jumlah mahar berupa emas juga 

berbeda di tiap kabupaten/kota di provinsi itu. Bahkan beberapa wilayah sudah 

memiliki patokan tersendiri. Namun, rata-rata dalam sebuah perkawinan 

masyarakat etnis Aceh, jumlah mahar yang diberikan berkisar 10 - 25 mayam 

emas. 

Zainuddin menjelaskan perkara mahar di Aceh sudah tergolong tinggi 

sejak masa kerajaan Aceh ratusan tahun lalu. Mahar berupa emas digunakan 

sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan pria terhadap muruah kaum 

wanita. Kenapa harus emas, emas itu dianjurkan pada masa kerajaan Aceh 

Darussalam, juga untuk menilai apakah seseorang serius untuk berkeluarga atau 

tidak. Sebagai mana perhiasan bagi wanita, emas memang menjadi mahar utama 

di dalam masyarakat Aceh. Akan tetapi ada juga pinangan dengan mahar dalam 

bentuk lainnya. seperti seperangkat alat salat, hafalan surat dalam al-Quran 

bahkan sekadar tegukan air putih. Hal demikian juga tidak dilarang. 150 

                                                 
150 Hasil wawancara dengan H. Zainuddin, Tokoh Adat di Kota Langsa, 24 Juli 2019. 
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Menurut Siti Jamaliah, mahar sejatinya tidak boleh memberatkan termasuk 

bagi calon pengantin pria. Untuk itu, diperlukan adanya komunikasi antarkeluarga 

sebelum mahar ditentukan. Dalam adat Aceh, masyarakat mengenal sebutan 

‘selangke’. Selangke merupakan perwakilan keluarga untuk membahas perihal 

mahar dan keperluan lain jelang pernikahan. Masing-masing keluarga menunjuk 

seorang yang dipercaya sebagai selangke. Orang terpilih ini akan menjadi 

negosiator maupun penghubung komunikasi antarkeluarga. Jika membicarakan 

mahar secara langsung, seakan tidak punya adab. Sehingga adat budaya di Aceh 

mengenal istilah selangke ini. Mereka menjadi jembatan penghubung. Melalui 

selangke, diketahui apa mahar yang akan digunakan. Jika emas, maka berapa 

jumlah mayam yang diminta maupun disanggupi. Dari musyawarah ini, diketahui 

berapa mahar yang diinginkan keluarga mempelai wanita dan bagaimana 

kemampuan keluarga pria. Dalam pelaksanaan penetapan mahar bagi masyarakat 

etnis Aceh ini cukup beragam. Mulai dari mempelai pria menginginkan mahar 

tinggi namun keluarga wanita hanya meminta mahar sedikit, atau bahkan 

sebaliknya. Peran selangke adalah menyepakati silang pendapat itu. Supaya 

jangan memberatkan salah satu pihak, artinya tidak memberatkan atau merugikan 

satu sama lain sehingga mahligai terlaksana dengan berakidah dan bermartabat.151 

Pemahaman adat dan hukum perlu dicermati oleh setiap orang sehingga 

para orang tua tidak bersikeras mempertahankan anaknya untuk mahar yang tinggi 

dengan alasan menjaga “marwah”. Demikian juga para calon suami, jangan 

                                                 
151 Hasil wawancara dengan Hj. Siti Jamaliah, Anggota MAA Kota Langsa, 24 Juli 2019. 
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menjadikan mahar sebagai sesuatu hal yang menakutkan dan harus dihindari. 

Tetapi berusahalah memusyawarahkan hal ini dengan keluarga pihak perempuan. 

Dalam pernikahan adat Aceh, bukan hanya kedua keluarga yang 

dilibatkan. Seluruh pihak termasuk perangkat gampong atau desa juga diikutkan. 

Dengan kata lain sebuah pernikahan bukan hanya urusan kedua keluarga, akan 

tetapi sudah membawa muruah antargampong atau desa. Situasi ini diyakini 

memiliki dampak positif bagi pasangan pengantin nantinya. Pernikahan adat 

barang tentu melibatkan tokoh agama di desa, hingga Kepala Desa atau Keuchik.  

Menurut Siti Jamaliah, pengantin akan melihat betapa seriusnya perhelatan 

sebuah pernikahan. Menikah dengan adat membuat mereka berfikir dua kali jika 

ingin mengajukan cerai. Karena prosesnya lama. Apalagi jika mereka ingat 

bagaimana lelahnya mempersiapkan pesta, waktu pernikahan dan lainnya. Itu 

susah melibatkan semua pihak. Makanya dalam suatu pesta perkawninan harus 

dilakukan dengan adat. Tujuannya agar pernikahan mereka kekal abadi.152 

Perbandingan penetapan mahar perkawinan masyarakat etnik Aceh 

menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam dan hukum adat dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

No. 
Penetapan Mahar Perkawinan 

Kompilasi Hukum Islam Hukum Adat 

1. Pemberian wajib Syarat sah perkawinan 

2. Kesederhanaan dan kemudahan Kebiasaan suatu daerah 

3. Tidak ada tanggungan lain Disertai tanggungan lain 

4. Ditetapkan oleh para pihak Ditetapkan oleh tokoh adat 

Sumber: hasil observasi penulis (diolah) 

                                                 
152 Hasil wawancara dengan Hj. Siti Jamaliah, Anggota MAA Kota Langsa, 24 Juli 2019. 
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Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan mahar 

beserta tanggungan lain sebagai persyaratan yang harus dipenuhi dan menjadi 

beban yang menyulitkan calon pengantin laki-laki tersebut bertentangan dengan 

penetapan mahar yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan mahar dalam 

perkawinan adat Aceh baik dalam perspektif hukum Islam maupun Hukum Adat 

didasarkan pada kesepakatan antara kedua keluarga calon mempelai agar tidak 

menjadi beban bagi salah satu pihak. Namun dalam praktiknya sebagaian orang 

memaksakan penetapan mahar secara sepihak atas nama adat sehingga ada pihak 

yang terbebani dengannya dan terakhir berakibat pada batalnya pelaksanaan 

perkawinan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis 

menarik sebuah kesimpulan, bahwa: 

1. Mahar perkawinan di masyarakat etnik Aceh di Kota Langsa ditetapkan 

mahar dalam adat perkawinan Aceh dalam hitungan mayam emas 

(3,33gram/mayam) dan penetapan jumlahnya ditentukan latar belakang 

keluarga calon mempelai perempuan mulai dari 2 mayam emas bagi 

kalangan keluarga kelas bawah sampai 100 mayam bagi kalangan keluarga 

kelas atas. Mahar dianggap sebagai penghargaan untuk pengantin 

perempuan dan sangat menentukan status pengantin di masyarakat. Semakin 

tinggi nilai mayam yang dikeluarkan, maka semakin tinggi strata sosial dan 

ekonomi pengantin. 

2. Penetapan mahar dalam perkawinan adat Aceh dalam perspektif hukum 

Islam yaitu ditetapkan sebagai pemberian wajib oleh calon suami kepada 

calon istri berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan yang disepakati oleh 

para pihak tanpa ada tanggungan lain. Sedangkan penetapan mahar dalam 

perkawinan adat Aceh dalam perspektif hukum adat yaitu sebagai syarat sah 

perkawinan yang ditetapkan oleh tokoh adat berdasarkan kebiasaan suatu 

daerah dan juga disertai tanggungan lainnya. Namun baik dalam perspektif 

hukum Islam maupun Hukum Adat penetapan mahar didasarkan pada 
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kesepakatan antara kedua keluarga calon mempelai agar tidak menjadi 

beban bagi salah satu pihak disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. 

 

B. Saran  

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Disarankan kepada pasangan yang ingin yang hendak menikah untuk 

saling mempersiap diri serta memubuat kesepakatan bersama terutama 

berkaitan dengan penetapan mahar.  

2. Disarankan kepada pihak keluarga untuk mengutamakan musyawarah atau 

bersepakat dalam menetapkan jumlah mahar bagi anak perempuan yang 

hendak dinikahi serta menghindari unsur pemaksaan terhadap kewajiban 

mahar. 

3. Disarankan kepada masyarakat Aceh untuk menjalankan adat perkawinan 

yang sesuai dengan hukum islam (syari’at) seperti mahar yang merupakan 

kewajiban untuk dipenuhi, namun bisa bersepakat mengenai jumlahnya. 
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